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I. PENDAHULUAN

Pertahanan dan keamanan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam penyelenggaran pemerintahan, termasuk di negara RDTL. Gangguan terhadap masalah pertahanan dan keamanan akan dapat memberikan dampak dan pengaruh terhadap stabilitas negara, rasa aman bagi masyarakat, sistem investasi serta proses pembangunan. Dengan kata lain, terganggunya bidang pertahanan dan keamanan, akan mengganggu pula sistem penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu maka perhatian terhadap masalah pertahanan dan keamanan harus mendapat prioritas perhatian oleh pemerintah serta aparat yang terkait dengan bidang pertahanan dan keamanan.

Walaupun keterlibatan seluruh komponen masyarakat sangat diperlukan dalam masalah pertahanan dan keamanan, tetapi pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan serta aparat yang bertugas dibidang pertahanan harus bertanggung jawab dan menjadi garda terdepan dalam mewujudkan sistem pertahanan dan keamanan yang tangguh. Dalam konstitusi RDTL telah digariskan bahwa PNTL mempunyai tugas untuk membela keabsahan demokratis dan menjamin keamanan dalam negeri bagi semua warga negara dan akan bersifat sama sekali tidak memihak (Pasal 147 Konstitusi RDTL), sedangkan FDTL berkewajiban untuk menjamin kemerdekaan nasional, kesatuan wilayah serta kebebasan dan keamanan penduduk terhadap setiap bentuk penyerangan atau ancaman dari luar, dengan tetap menghormati aturan UUD (pasal 146 ayat 2, Konstitusi RDTL). Sedangkan Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan RDTL, harus selalu berusaha menjaga stabilitas pelaksanaan pemerintahan sehingga dapat terselenggara sesuai dengan tujuan yang telah digariskan yaitu memberikan rasa keamanan dari segala aspek  kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan. 

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka perlu diupayakan agar pertahanan dan kemananan negara, bangsa  dan masyarakat tetap terjaga, tidak diganggu baik dari dalam maupun dari luar yurisdiksi negara. Salah satu dari upaya mewujudkan sistem pertahanan dan kemanan negara tersebut adalah dengan menyediakan sarana diplomasi untuk menyelesaikan masalah apabila ada gangguan terhadap sistem pertahanan dan keamanan negara, terutama terhadap konflik-konflik yang kemungkinan timbul di daerah-daerah perbatasan negara, baik yang ada di perbatasan berupa daratan maupun lautan.

II. LATAR BELAKANG MASALAH

Semenjak lahirnya negara RDTL pada tanggal 20 Mei 2002, pemerintah negara RDTL telah berupaya menyelenggarakan pemerintahan sebaik-baiknya, termasuk dalam mewujudkan pertahanan dan keamanan. Pemerintah juga telah berupaya memberikan rasa aman bagi masyarakat, misalnya dengan menerapkan hukuman terhadap para pelanggar hukum sesuai dengan standar yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan. Malahan dalam penegakan hukum pidana, telah dilakukan penerapan sanksi yang cukup keras, seperti memberikan hukuman penahanan selama 3 kali 24 jam kepada mereka yang melakukan tindak pidana (seperti pemukulan) sebelum dilakukan proses penyidikan terhadap kasusnya.

Walau telah dilakukan berbagai upaya untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, tetapi masih saja ada gangguan terhadap masalah keamanan dan pertahanan negara. Gangguan tersebut terutama terjadi di daerah perbatasan negara, dengan pelaku tidak saja oleh orang RDTL sendiri, tetapi juga oleh pihak-pihak asing. Penyebab dari gangguan tersebut dapat berupa penyelundupan ilegal, pembunuhan terhadap warga masyarakat di perbatasan oleh orang-orang yang sulit diidentifikasi identitasnya, pelanggaran wilayah negara oleh negara tetangga, sampai pengekploitasian kekayaan laut negara.

Semua gangguan tersebut, bila tidak ditangani dengan baik, cermat, dan cepat, dalam jangka panjang akan berpotensi mennimbulkan dampak dan ancaman terhadap pertahanan dan keamanan nasional RDTL. Dengan demikian maka pemerintah RDTL perlu mengadakan upaya penanggulangan dan pencegahan secara maksimal antara lain dengan membuat suatu pedoman yang jelas tentang diplomasi yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan dan mencegah konflik-konflik di perbatasan yang dapat menngganggu sistem pertahanan dan keamanan negara RDRTL. 

III. METODOLOGI

Mengacu kepada masalah-masalah aktual yang mengarah kepada terganggunya pertahanan dan keamanan negara RDTL, sehingga menuntut adanya prosedur diplomasi untuk menyelesaikan serta mencegah terulangnya masalah, maka dalam mengkajinya akan dilakukan penganalisaan dengan menggunakan metode pendekatan ROCCIPI, yaitu sutu model pendekatan yang mengutamakan tujuh aspek penilaian. Aspek-aspek penilaian tersebut adalah: 
A. Aspek Peraturan (Rule)

B. Aspek Kesempatan (Opportunity)

C. Aspek Kemampuan (Capacity)

D. Aspek Komunikasi (Communication)

E. Aspek Kepentingan (Interest)

F. Aspek Proses (Process)

G. Aspek Ideologi (Ideology)

Lebih lanjut, ketujuh aspek penilaian itu diarahkan kepada prilaku-prilaku bermasalah dari pihak-pihak yang dikenani peraturan atau role occupant (Pemegang Peran) serta pihak-pihak yang melaksanakan atau melakukan penegakan peraturan (implementing agency/Lembaga Pelaksana). Tahapan berikutnya dari model penilaian ROCCIPI adalah melaksanakan hipotesa penyebab prilaku bermasalah, yang kemudian dianalisa sehingga menghasilkan alternatif-alternatif penyelesaian (solusi). Bertolak dari solusi tersebut, kemudian dirumuskan konsep rekomendasi untuk mengatur prosedur diplomasi dalam menyelesaikan konflik-konflik di perbatasan yang dapat mengganggu sistem pertahanan dan keamanan nasional RDTL. 

IV. IDENTIFIKASI MASALAH SOSIAL 

Dari inti masalah yang menjadi topik kajian, yaitu tentang prosedur diplomasi pertahanan dan keamanan nasional RDTL, maka dapat diidentifikasi masalah sosialnya, yakni: “sering  timbul konflik di daerah perbatasan negara baik di darat maupun laut, yang berdampak terhadap terganggunya pertahanan dan keamanan nasional”.  Terhadap masalah-masalah yang timbul tersebut, memerlukan penyelesaian yang komprehensif dan melibatkan negara-negara tetangga, sehingga sarana diplomasi untuk menyelesaikan, menuntaskan dan mencegah terulanganya konflik perlu diprioritaskan. Guna memperkuat wewenang dan posisi pihak-pihak yang dapat terlibat dalam diplomasi penyelesaian konflik di bidang pertahanan dan keamanan, maka prosedur legislasi merupakan jalan terbaik yang dapat ditempuh oleh pemerintah RDTL, sehingga wewenang, tugas, kewajiban dan institusinya menjadi jelas.

Untuk memperkuat argumentasi permasalahan maka di bawah ini dikemukakan beberapa kasus atau kejadian yang dapat memberikan pengaruh terhadap masalah pertahanan dan keamanan negara RDTL.

A.Kasus Penyerangan Bis di Atabae-Maliana

Pada tanggal 24 Pebruari 2003 terjadi penyerangan bis “Buldoser” di Atabae, yang ditengarai dilakukan oleh 10 orang milisi. Menurut informasi dari penumpang yang selamat, bahwa para penyerang itu adalah eks milisi yang masuk ke wilayah Timor Leste secara ilegal melalui perbatasan dengan Indonesia. Mereka menyerang bis tersebut sekitar pukul 12.45  siang, dengan membunuh 2 orang penumpang dan melukai empat orang lainnya. Mereka membawa  tiga pucuk senjata api dan satu buah golok. Setelah meyerang dan merampas barang-barang penumpang, mereka langsung melarikan diri ke dalam hutan. 

Menjelang sore harinya, pasukan gabungan UNPKF ( Peace Keeping Force ) antara lain; AusBatt, PorBatt, Fiji, dan Jepang Engineering,  langsung mengadakan operasi pengejaran terhadap para milisi tersebut. Setelah tujuh hari dilakukan operasi pengejaran terhadap para milisi tersebut, akhirnya UNPKF menangkap 5 orang hidup-hidup dan menembak mati satu orang milisi. Tewasnya milisi yang tertembak itu terjadi pada saat berlangsung kontak senjata dengan pasukan gabungan UNPKF. Dan kelima orang lainnya diserahkan kepada Polisi untuk dilakukan investigasi lebih lanjut.

Menurut masyarakat setempat, nsiden tersebut sangat membuat mereka takut dan was-was kalau terjadi lagi peristiwa yang sama. Menurut keterangan dari beberapa pelajar yang tinggal ditempat tersebut, menyatakan bahwa setelah terjadi insiden ini para siswa yang akan pergi kesekolahnya di Atabae, merasa takut untuk berjalan sendirian. ( Sumber, STL, Februari-Maret 2003). Ketakutan para warga masyarakat, khususnya para siswa tersebut, tentunya mengganggu rasa keamanan masyarakat. Apabila jaminan rasa aman tersebut tidak ditanggulangi secara cepat dan cermat, tidak mustahil akan memberi dampak yang lebih luas baik terhadap sistem penyelenggaran pemerintahan, sistem perekonomian, sistem investasi, sistem transportasi serta aspek-aspek lainnya dalam kehidupan bangsa dan negara Timor Leste. 

B. Kasus Latihan Perang TNI di Fatu Sinai

Pada awal Januari 2004, Kementerian Luar Negeri Timor Leste mengirim surat keprihatinan kepada pemerintah Indonesia berkaitan dengan latihan perang TNI Angkatan Laut di Pulau Fatu Sinai yang kini masih menjadi sengketa kedua negara. Pelatihan TNI angakatan laut yang dilakukan 14 Desember 2003 lalu melibatkan 11 kapal perang dan menggunakan peluru karet membuat negara TL prihatin karena Fatu Sinai berdekatan dengan negara TL. 

Sebelumnya pihak Indonesia tidak pernah memberikan informasi lebih dahulu kepada pemerintah TL tentang pelatihan militer di kepulauan tersebut. Latihan militer tersebut mengejutkan masayarakat di Citrana. Sekitar pukul 11.00 WTL usai misa, di kapela Relique, sebuah pesawat Halikopter berwarna cerah menjatuhakan bom dan meledak keras di pulai Fatu Sinai. Sementara dari laut, nampak dua buah kapal masing-masing berwarna gelap dan cerah juga melepaskan tembakan dari bagian kiri dan kanan pulau tersebut. Bunyi bom dan tembakan terdengar sebanyak 14 kali dalam waktu sekitar 20 menit. Beberapa sat kemudian muncul sebuah pesawat tempur, berputar mengililing pulau itu sebanyak empat kali, lalu menghilang menuju kecamatan Oe-Poli, kabupaten Soe TTS-NTT, Indonesia. Latihan itu sendiri diperkirakan menimbulkan kerusakan dipulai itu. Kepala wilayah sub distrik Boaknana, Miguel Bucan mengemukakan aksi tersebut merupakan sebuah penyerangan terhadap pulau yang tidak dihuni penduduk. Setelah kejadian tersebut, pihaknya dengan Border Control Unit (BPU) Citrana langsung melakukan kordinasi dengan pihak TNI di perbatasan Citrana-OE-Poli. (Sumber; STL, Sabtu 17/1/2004). 

Untuk mengantisipasi kejadian-kejadian seperti tersebut, tentunya perlu ada pengaturan yang jelas, tentang tindakan bagaimana yang harus dilakukan dan siapa yang berwenang melakukannya. Apakah cukup hanya dilakukan oleh seorang Miguel Bucan yang hanya berposisi sebagai Kepala Wilayah Sub-Distrik. Walaupun disana ada Border Control Unit, tetapi kedepan, pemerintah RDTL harus memiliki visi dan misi yang jelas dalam mengadakan diplomasi guna menyelesaikan konflik-konflik di perbatasan yang dapat mengganggu sistem pertahanan dan keamanan nasional RDTL. 

D. Kasus Sengketa Eksplorasi Minyak dan Gas di Laut Timor

Sampai sekarang Negara baru RDTL ini masih tetap memperjuangkan garis perbatasan laut antara RDTL dengan Australia. Pasalnya Australia telah masuk ke wilayah Laut Timor yang seharusnya adalah wilayah hukum Timor Leste jika dilihat dari hukum internasional. Menurut Eusebio Guterres SH, anggota parlemen dari PD menyatakan bahwa pemerintah harus hati-hati melakukan negosiasi dengan Australia baik menyangkut pengelolaan hasil kekayaan maupun batas-batas wilayah di Laut Timor. Karena menurutnya, negara tetangga ini memiliki kekuatan lebih untuk menguasai Laut Timor daripada Timor Leste. Oleh karena itu, menurut beliau bahwa pemerintah harus membagi kekuatan bersama untuk menghadapi Australia dengan melalui dua jalur seperti melalui arbitrasi dan melalui jalur hukum. Jika arbitrasi diragukan maka dilakukan melalui suatu jalur hukum yakni lewat pengadilan internasional. 

Tetapi Australai telah  mengundurkan diri dari International Court of Justice (ICJ) pada tahun 2001. Perdana Menteri Alkatiri menyebutkan bahwa pengunduran diri Australia dari Pengadilan Internasional untuk hukum Kelautan ini merupakan tindakan permusuhan.  Pengunduran diri ini merupakan salah satu strategi Australia untuk menghindar dari tuntutan TL dalam masalah Laut Timor. 

Mengomentari hal tersebut, Eusebio menyebutkan bahwa TL tidak lihai mengantisipasi politik negeri tetangga itu. Seharusnya, Maret 2001, ketika Australia keluar dari ICJ, pada saat itu pula pemerintah TL harus menguggatnya karena pemerintah Tl mempunyai 10 atau 20 hari untuk menggugat. Tetapi tidak digunakan oleh pemerintah TL. Maka sekarang yang harus ditempuh adalah melalui arbitrase. Dan perlu hati-hati karena kita berhadapan dengan Australia yang kaya sedangkan kita (TL) miskin. ( sumber dari STL-Senin, 9 Pebruari 2004). 

Apabila kasus-kasus semacam ini tidak diselesaikan dengan baik dan mengupayakan pencegahannya agar tidak terulang kembali, di masa yang akan datang tentunya akan dapat berdampak terhadap gangguan pertahanan dan keamanan nasional RDTL.  Dapat saja nantinya negara tetangga yang diajak berkonflik (yang secara riil mempunyai  kualitas dan kuantitas militer melebihi RDTL), melakukan provokasi-provokasi militer sehingga mengancam pertahanan negara dan menimbulkan rasa tidak aman bagi warga masyarakat yang memiliki kepentingan di laut, seperti para nelayan RDTL.      

Dari beberapa kasus tersebut maka  diperlukan upaya untuk mencari solusi sehingga dapat mencegah timbulnya kasus lain yang dapat mengancam pertahanan dan keamanan negara RDTL. Solusi tersebut antara lain adalah dengan membuat suatu pedoman tentang tatacara diplomasi yang dapat ditempuh oleh pemerintah untuk menyelesaikan konflik-konflik di  bidang pertahanan dan keamanan yang terjadi di wilayah perbatasan negara, baik yang berupa batas daratan maupun batas lautan.          

V. IDENTIFIKASI PEMEGANG PERAN DAN LEMBAGA PELAKSANA

A. Pemegang Peran:

Dalam pengaturan masalah Diplomasi di bidang Pertahanan dan Keamanan maka dapat diidentifikasi ada pemegang perannya atau role occupant-nya yaitu: Menteri Luar Negeri,  Menteri Dalam Negeri, dan Sekretaris Pertahanan  dan Keamanan Nasional. 

B. Lembaga Pelaksana:

Sedangkan sebagai lembaga pelaksana atau implementing agency (selanjutnya disingkat IA) dalam pelaksanaan Diplomasi Pertahanan dan Keamanan adalah: Parlemen dan Presiden. 

VI. IDENTIFIKASI PRILAKU BERMASALAH DARI PEMEGANG PERAN DAN

      LEMBAGA PELAKSANA

A. Prilaku bermasalah dari RO-1 (Menteri Luar Negeri)

Menteri Luar Negeri sebagai pelaksana penyelenggaraan pemerintahan urusan luar negeri belum memiliki kewenangan maksimal di bidang prosedur untuk mengadakan diplomasi khususnya menyangkut masalah pertahanan dan keamanan.

B. Prilaku bermasalah dari RO-2 (Menteri Dalam Negeri)

Menteri Dalam Negeri sebagai pelaksana penyelenggaraan pemerintahan belum  mempunyai pedoman tentang prosedur untuk mengadakan diplomasi di bidang Keamanan Negara atau nasional apabila terjadi gangguan keamanan di Daerah perbatasan Negara.

C. Prilaku bermasalah dari RO-3 (Sekretaris Pertahanan dan Keamanan Negara)

Sekretaris Pertahanan dan Keamanan Negara  belum mendapatkan peranan yang optimal dalam diplomasi pertahanan dan kemanan nasional RDTL.

D. Prilaku bermasalah dari IA-1 (Parlemen)

Parlamen sebagai   wakil rakyat  yang memiliki kewenangan pengawasan terhadap aktivitas penyelenggaraan pemerintahan termasuk di bidang pertahanan dan keamanan belum memiliki pedoman yang maksimal di bidang diplomasi.

E. Prilaku bermasalah dari IA-2 (Presiden)

Presiden sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata  F – FDTL  belum memiliki acuan yang jelas   tentang prosedur/tatacara untuk mengadakan diplomasi  terhadap masalah – masalah di bidang Pertahanan dan Keamanan khususnya di Daerah perbatasan Negara.

VII. ANALISA FAKTOR PENYEBAB DAN SOLUSI TERHADAP PRILAKU

       BERMASALAH PEMEGANG PERANAN DAN LEMBAGA PELAKSANA
A. Analisa Terhadap Pemegang Peranan - 1 (MENTERI LUAR NEGERI)
	PEMEGANG PERANAN:
MENTERI LUAR NEGERI 

	PERILAKU BERMASALAH:

Belum memiliki kewenangan maksimal di bidang prosedur untuk mengadakan diplomasi khususnya menyangkut masalah pertahanan dan keamanan.

	KATEGORI
	HIPOTESA PENYEBAB
	SOLUSI

	PERATURAN
	Di dalam Konstitusi RDTL, sebenarnya sudah ada pengaturan mengenai wewengan   Menteri Luar Negeri  untuk melaksanakan   fungsi dan tanggung jawabnya namun belum ada pengaturan sistem pertanggung-jawaban yang  maksimal di bidang tatacara  untuk diplomasi  hubungan luar  negeri khususnya di bidang pertahanan dan keamanan nasional.
	Untuk menciptakan sistem pertahanan dan keamanan yang dapat menjamin keutuhan wilayah RDTL dan menciptakan sistem keamanan yang andal, maka perlu dirancang suatu peraturan per-UU–an yang mengatur mengenai fungsi, wewenang, kewajiban  dan tanggung jawab  Menteri Luar Negeri dalam bidanng diplomasi pertahanan  dan keamanan khususnya dalam hubungan dengan konflik-konflik yang terjadi di perbatasan negara RDTL dengan negara tetangga.


	KESEMPATAN
	Bila dilihat dari fungsinya, maka Menteri Luar Negeri mempunyai fungsi untuk melaksanakan diplomasi dalam hubungan nya dengan luar negeri, tetapi karena aturan tentang kewenangannya belum jelas, sehingga Menteri Luar Negeri belum mendapat kesempatan  yang proporsional untuk  mengadakan diplomasi di bidang  pertahanan dan keamanan
	Menteri Luar Negeri perlu  diberikan  kesempatan dan kewenangan yang proporsional untuk menjalankan diplomasi di bidang pertahanan dan keamanan. Karena konflik-konflik di perbatasan yang dapat memberi dampak terganggunya sistem pertahanan dan keamanan tersebut sifatnya sangat komplek, maka kewenangan yang akan diberikan kepada Menteri Luar Negeri juga perlu dibarengi dengan kesempatan untuk koordinasi dengan instansi terkait lain yang bertanggung jawab di bidang pertahanan dan keamanan seperti Kepala atau Komisaris PNTL dan Panglima F-FDTL. 


	KEMAMPUAN
	Menteri Luar Negeri memiliki kemampuan untuk berdiplomasi  tetapi belum  memiliki kewenangan yang jelas, sehinga belum dapat mengimplemen-tasikan fungsi dan peranannya secara maksimal di bidang diplomasi pertahanan dan keamanan nasional 
	Menteri Luar Negeri perlu diberikan kewenangan secara jelas sehingga dapat mengimple-mentasikan fungsi dan perananya secara maksimal dalam praktek-praktek diplomasi dengan negara tetangga, khususnya dalam menyelesaikan dan mencegah terjadinya konflik-konflik yang melibatkan negara tetangga, yang dapat berdampak kepada terganggunya sistem pertahanan dan keamanan nasional RDTL

Disamping itu, perlu juga diupayakan peningkatan kualitas dan kuantitas staf  Menteri sehingga Departemen Luar Negeri sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan diplomasi luar negeri  dapat melaksanakan fungsi diplomasi secara proporsional


	PROSES
	Menteri Luar Negeri   belum mendapat kewenangan secara maksimal dalam proses diplomasi mengenai pertahanan dan keamanan nasional
	Menteri Luar Negeri perlu diberikan kewenangan yang proporsional dalam diplomasi dan pengambilan keputusan  terhadap konflik-konflik diperbatasan yang dapat mempengaruhi pertahanan dan keamanan nasional


	KOMUNIKASI
	Belum adanya dasar yuridis yang jelas tentang  koordimasi dan komunikasi yang dapat dilakukan oleh Menteri Luar Negeri dengan Presiden selaku  Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata ( F- FDTL), Panglima F-FDTL,  Menteri Dalam Negeri sebagai penanggung pemerintahan beserta jajarannya yang bertugas dibidang keamanan nasional (PNTL)

	Perlu ada sistem  koordinasi dan komunikasi yang jelas antara Menteri Luar Negeri dengan Presiden beserta Panglima F-FDTL serta Menteri Dalam Negeri dan PNTL

	KEPENTINGAN
	Karena kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh RDTL yang menuntut peran Menteri Luar Negeri beserta jajaran Departemen Luar Negeri, maka masalah diplomasi pertahanan dan keamanan belum mendapat perhatian yang maksimal
	Mengingat urgensitas masalah pertahanan dan keamanan dalam mendukung terselenggaranya pemerintahan secara aman, lancar dan berkelanjutan, maka Menteri Luar Negeri perlu menempatkan  diplomasi pertahanan dan keamanan nasional sebagai prioritas.

	IDEOLOGI
	Banyaknya tugas yang harus diemban oleh MENLU/ DEPLU berdampak terhadap ku-rang maksimalnya pene-rapan skala prioritas dalam penyelesaian masalah. Hal ini dapat menimbulkan interpretasi di internal Departemen Luar Negeri bahwa tugas Menteri Luar Negeri banyak, tidak hanya diplomasi pertahanan dan keamanan saja  
	Menteri Luar Negeri dan Departemennya perlu mengembangkan prinsip kerja yang menekankan pada skala prioritas. Sehingga ada pemahaman bahwa karena bidang pertahan dan keamanan merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan termasuk sistem perekonomian nasiona RDTL maka terwujudnya sistem pertahanan dan keamanan yang baik harus ditempatkan sebagai prioritas.


B. Analisa Terhadap Pemegang Peranan - 2 ( MENTERI DALAM NEGERI )
	PEMEGANG PERANAN:

MENTERI DALAM NEGERI 

	PRILAKU BERMASALAH:

Belum  mempunyai pedoman tentang prosedur untuk mengadakan diplomasi  di  bidang Keamanan Negara atau nasional apabila terjadi gangguan keamanan di Daerah perbatasan Negara.

	KATEGORI
	HIPOTESA PENYEBAB
	SOLUSI

	PERATURAN
	Belum ada aturan yang jelas tentang fungsi dan kedudukan Menteri Dalam Negeri  dalam bidang  diplomasi pertahanan dan keamanan nasional terutama yang diakibatkan oleh konflik-konflik di perbatasan
	Perlu pengaturan yang jelas tentang fungsi dan kedudukan Menteri Dalam Negeri dalam prosedur diplomasi pertahanan dan keamanan terutama yang diakibatkan oleh konflik-konflik diperbatasan. Sebab Menteri Dalam Negeri beserta jajaranan kepolisianya, bertanggungjawab dan sangat berkepentingan terhadap terciptanya stabilitas negara sehingga dapat menyelenggarakan pemerintahan secara maksimal. 


	KESEMPATAN
	Menteri Dalam Negeri belum  mendapatkan kesempatan  secara maksimal  untuk terlibat dalam diplomasi dibidang Pertahanan dan Keamanan
	Perlu ada pengaturan yang jelas untuk memberikan porsi kepada Menteri Dalam Negeri didalam diplomasi pertahanan dan keamanan, terutama dalam mencegah dan menyelesaikan konflik-konflik di perbatasan negara

	KEMAMPUAN
	Menteri Dalam Negeri sebenarnya memiliki kemampuan terutama dibidang keamanan dengan dukungan aparat kepolisian sebagai bagian dari unit Departemen Dalam Negeri. Hal ini sesuai dengan semboyan/ simbol yang ada pada lengan baju setiap anggota polisi yang berbunyi: Lei Ho Orden.   Tetapi karena belum ada kejelasan terhadap sistem dan prosedur koordinasi maka kemampuan Menteri Dalam Negeri tersebut belum dapat diimplentasikan secara optimal dalam diplomasi pertahanan keamanan.

	Perlu ada sistem koordinasi yang jelas dalam diplomasi pertahanan dan keamanan sehingga Menteri Dalam Negeri beserta jajaran aparat keamanannya (PNTL) dapat mengimplentasikan profesionalitas dan kemampuannya dalam penyelesaian dan pencegahan terhadap gangguan yang dapat mempengaruhi sistem pertahanan dan keamanan Nasional   

	PROSES
	Menteri Dalam Negeri   kurang memiliki acuan yuridis yang jelas untuk terlibat dalam proses diplomasi  Pertahanan dan Keamanan Nasional 

	Menteri Dalam Negeri perlu memiliki acuan yang jelas  dalam proses diplomasi di bidang pertahanan dan keamanan Nasional

	KOMUNIKASI
	Karena aturan belum jelas sehingga Menteri Dalam Negeri  belum dapat mengadakan koordinasi dan komunikasi yang maksimal dengan instansi lain terutama Menteri Luar Negeri dalam bidang diplomasi pertahanan dan keamanan Nasional 
	Untuk dapat menciptakan sistem pertahanan keamanan yang maksimal maka Menteri Dalam Negeri perlu mengembangkan sistem koordinasi dan komunikasi dengan instansi yang berkompeten di bidang diplomasi pertahanan dan keamanan, seperti Menteri Luar Negeri dan F-FDTL

	KEPENTINGAN
	Menteri Dalam Negeri  cukup banyak mempunyai beban dalam menyelesai-kan masalah-masalah da-lam negeri sehingga pe-ngembangkan sistem kea-manan nasional dalam kon-teks hubungan luar negeri, terutama dengan negara tetanga, belum dapat berjalan secara optimal  

	Menteri Dalam Negeri perlu mengembangkan model pemahaman sistem keamanan nasional secara menyeluruh, baik dalam lingkup nasional, regional maupun internasional 

	IDEOLOGI
	Menteri Dalam Negeri  memfokuskan beban kerja pada aspek penyelenggaraan pemerintahan, sehingga aspek hubungan luar negeri dipandang hanya sebagai tugas departemen lain/Departemen Luar Negeri 
	Menteri Dalam Negeri perlu  implementasikan semboyan “Lei Ho Orden” secara luas baik dalam konteks nasional, regional maupun internasional. Sebab dalam era globalisasi sekarang maka kontak-kontak dengan negara luar terutama dengan negara tetangga intensitasnya sangat tingi sehingga dampak yang ditimbulkan juga bertambah kuantitas dan kualitasnya yang memerlukan penanganan secara menyeluruh oleh berbagai departemen.



C.Analisa Terhadap Pemegang Peranan - 3 (Sekretaris Pertahanan dan Keamanan Negara)
	PEMEGANG PERAN:

Sekretaris Pertahanan dan Keamanan Negara

	PRILAKU BERMASALAH:
Sekretaris Pertahanan dan Keamanan Negara   belum mendapat peran yang optimal  dalam diplomasi pertahanan dan  keamanan di wilayah perbatasan

	KATEGORI
	HIPOTESA PENYEBAB
	SOLUSI

	PERATURAN
	Belum ada peraturan yang mengatur secara jelas dan rinci mengenai fungsi dan peranan  Sekretaris Pertahanan Negara  dalam diplomasi pertahanan dan keamanan  di wilayah perbatasan.

	Perlu adanya peraturan yang segera untuk mengatur keterlibatan  Sekretaris  Pertahanan Negara  di bidang  diplomasi  tentang perbatasan wilayah baik darat, laut, udara.

	KESEMPATAN
	Sekretaris Pertahanan Negara  belum diberikan kesempatan yang optimal untuk   mengambil keputusan diplomasi dalam bidang pertahanan  Negara  

	Sekretaris Pertahanan Negara  harus diberikan kesempatan untuk   mengambil keputusan  diplomasi  pertahanan 

	KEMAMPUAN
	Sekretaris  Pertahanan Negara  mempunyai kemampuan diplomasi namun belum difungsikan secara maksimal

	Sekretaris Pertahanan Negara perlu difungsikan/ditingkatkan  kemampuan dalam bidang diplomasi pertahanan 

	PROSES
	Sekretaris Pertahanan Negara belum  diikutsertakan secara maksimal dalam proses diplomasi  mengenai pertahanan negara di   wilayah perbatasan

	Sekretaris Pertahanan Negara  harus diikutsertakan secara maksimaldalam bidang diplomasi pertahanan.

	KOMUNIKASI
	Komunikasi  Sekretaris Pertahanan Negara belum  berjalan dengan baik khususnya dengan instansi lain yang bertugas di bidang diplomasi khususnya dalam penyelesaian konflik-konflik di daerah perbatasan yang dapat menganggu  pertahanan dan keamanan nasional RDTL 

	Perlu dikembangkan sistem komunikasi dan koordinasi yang baik antara Sekretaris Pertahanan Negara dengan insatnsi lain yang betanggung jawab dalam diplomasi pertahanan dan keamanan.

	KEPENTINGAN
	Belum mengedepankan secara penuh pentingnya pertahanan negara bagi seluruh masyarakat dan bangsa dalam rangka mengantisipasi ancaman terhadap RDTL.
	Sekretaris Pertahanan Negara harus mengutamakan kepentingan  Negara  yang fungsinya  untuk melindungi  kepentingan masyarakat dan pertahanan Negara TL dari bahaya /ancaman dari luar sehingga terwujud kesejahteraan bagi seluruh rakyat Timor Leste. 


	IDEOLOGI
	Sekretaris Pertahanan Negara  belum melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai  kekuatan pertahanan dan keamanan termasuk dalam mengadakan diplomasi terhadap konflik-konflik di wilayah perbatasan

	Sekretaris Pertahanan Negara  harus segera di fungsikan untuk melaksanakan tanggungjawab dalam  bidang diplomasi  pertahanan  keamanan.


D. Analisa Terhadap Lembaga Pelaksana - 1 (PARLAMEN)
	LEMBAGA PELAKSANA:

PARLAMEN

	PRILAKU BERMASALAH:

Belum memiliki pedoman yang maksimal di bidang diplomasi.

	KATEGORI
	HIPOTESA PENYEBAB
	SOLUSI

	PERATURAN
	Parlamen belum menyusun peraturan per-uu-an  tentang diplomasi di bidang pertahanan dan keamanan nasional, sehingga belum maksimal dapat melaksanakan fungsi kontrol di bidang diplomasi pertahanan keamanan. 

	Perlu segera membentuk a UU/peraturan yang mengatur tentang diplomasi dalam pertahanan dan keamanan nasional, sehingga akan jelas tugas, wewenang, sistem dan prosdurnya .

	KESEMPATAN
	Karena bermacam-macam UU yang masuk ke Parlemen maka parlemen   belum mempunyai kesempatan untuk membahas bidang diplomasi dalam pertahanan dan keamanan nasional 
	Parlemen harus mengidentifikasi UU yng masuk dan memprioritaskan UU yang mana yang harus dibahas dan disahkan lebih dahulu. Berdasarkan atas kasus yang dipaparkan dalam uraian latar belakang masalah maka sebaiknya a UU/Peraturan tentang diplomasi dalam pertahanan dan keamanan mendapat prioritas untuk dibahas dan diterbitkan.  


	KEMAMPUAN
	Parlamen belum memiliki tatacara   untuk mengawasi  system diplomasi di bidang pertahanan dan keamanan nasional 
	Perlu ada acuan yang jelas tentang tatacara pengawasan diplomasi di bidang pertahanan dan keamanan,supaya tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya. Disamping itu, parlemen juga sebaiknya membentuk suatu komisi khusus yang bertugas dalam kaitan dengan bidang diplomasi pertahanan keamanan.


	PROSES
	Parlamen  belum mengembangkan sistem yang jelas tentang proses diplomasi pertahanan dan keamanan nasional sehingga fungsi kontrl juga belum terlaksana secara optimal

	Parlamen perlu mengembangkan sistem diplomasi pertahanan dan keamanan, termasuk sistem pengawasan terhadap pelaksanaan diplomasi tersebut.

	KOMUNIKASI
	Parlamen  belum mengadakan koordinasi dan komunikasi yang maksimal dalam bidang diplomasi pertahanan dan keamanan nasional

	Parlamen sebagai lembaga pengawas, perlu melakukan koordinasi dan komunikasi dengan lembaga – lembaga  kedaulatan negara yang ada dalam melakukan diplomasi mengenai pertahanan dan keamanan.

	KEPENTINGAN
	Masih adanya kepentingan-kepentingan golongan di Parlamen menjadi batu sanjungan dalam pengembangan sistem diplomasi pertahanan dan keamanan yang baik

	Dalam sistem pertahanan dan keamanan, Parlamen sebagai wakil dari rakyat harus mengembangkan kepentingan nasional RDTL diatas kepentingan golongan serta menerapkan pola kerjasama antar departemen untuk mewujudkan tujuan nasional.


	IDEOLOGI
	Parlamen nasional  belum memiliki pedoman yang baik dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan  nasional di bidang diplomasi pertahanan dan keamanan nasional

	Persatuan dan kesatuan harus dijadikan dasar utama oleh Parlamen dalam menciptakan pedoman pelaksanaan diplomasi di bidang pertahanan dan keamanan


E. Analisa Terhadap Lembaga Pelaksana - 2 (PRESIDEN)
	LEMBAGA PELAKSANA:

PRESIDEN

	PRILAKU BERMASALAH:

  Belum memiliki acuan yang jelas   tentang prosedur/tatacara untuk mengadakan diplomasi  terhadap masalah – masalah di bidang Pertahanan dan Keamanan khususnya di Daerah perbatasan Negara.

	KATEGORI
	HIPOTESA PENYEBAB
	SOLUSI

	PERATURAN
	Presiden belum memiliki tatacara yang baku tentang diplomasi di bidang pertahanan dan keamanan nasional
	Harus diciptakan peraturan yang mengatur mengenai tatacara diplomasi presiden selaku panglima tertinggi angkatan bersenjata


	KESEMPATAN
	Presiden belum memiliki  kesempatan yang maksimal di bidang diplomasi  pertahanan dan keamanan                
	Perlu diciptakan acuan yang  jelas dan baik tentang fungsi dari Presiden dalam  melakukan diplomasi di bidang pertahanan dan keamanan 


	KEMAMPUAN
	Presiden memiliki kemampuan tetapi belum adanya kesempatan sehingga kurang berdiplomasi di bidang pertahanan  dan keamanan nasional 

	Presiden  diberikan acuan mengenai tatacara diplomasi di bidang pertahanan dan keamanan

	PROSES
	Menyangkut peranan Presiden dalam proses diplomasi di bidang pertahanan dan keamanan, belum tertata dengan baik dan jelas
	Perlu pengaturan tentang batas-batas kewenangan, hak dan peranan Presiden dalam proses diplomasi dalam bidang pertahanan dan keamanan


	KOMUNIKASI
	Berdasarkan pada beberapa masalah yang ditampilkan, mencerminkan belum optimalnya koordinasi dan komunikasi antara Presiden  dengan Departemen yang terkait pada bidang diplomasi pertahanan dan keamanan, seperti Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri
	Perlu peningkatan sistem koordinasi berdasarkan acuan yuridis, sehingga menjadi jelas bagaimana prosedur yang harus ditempuh oleh Presiden dalam melakukan koordinasi dengan instansi lain dalam pelaksanaan diplomasi di bidang pertahanan dan keamanan

	KEPENTINGAN
	Belum maksimalnya pemahaman tentang fungsi Presiden sebagai kepala negara yang juga sebagai Panglima Tertinggi F-FDTL sehingga masalah pertahanan dan keamanan seluruh wilayah RDTL menjadi tanggung jawab terpenting dari Presiden
	Semua komponen bangsa dan negara RDTL harus menyadari bahwa Presiden sebagai Panglima Tertingi negara RDTL yang juga kepala negara harus memberikan fungsi dan wewenang yang proporsinal kepada Presiden, termasuk dalam bidang diplomasi pertahanan dan keamanan


	IDEOLOGI
	Presiden sebagai kepala negara, sebaiknya tidak hanya diposisikan sebagai lambang negara tanpa berhak atas penyelenggaraan pemerintahan secara luas, termasuk dalam diplomasi pertahanan dan keamanan.  


	Perlu pemahaman yang menyeluruh bahwa Presiden disamping sebagai kepala negara dan lambang negara juga sebagai panglima Tertinggi F-FDTL serta penjamin kemerdekaan nasional, persatuan negara serta kelancaran tata kerja lembaga- lembaga demokratis (pasal 74 Konstitusi RDTL). Sehingga tidak proporsional  mengedepankan pemahaman bahwa Presiden hanya lambang negara dan tidak perlu dilibatkan dalam urusan pemerintahan, termasuk dalam diplomasi pertahanan dan keamanan


VIII.ANALISA AKIBAT DAN MANFAAT TERHADAP DIPLOMASI

        PERTAHANAN DAN KEAMANAN NASIONAL RDTL
A. Analisa Akibat Terhadap Diplomasi Pertahanan dan Keamanan

	Aspek Ekonomi
	Aspek Sosial



	Untuk menunjang dan meningkatkan prosedur diplomasi tentang pertahanan dan keamanan nasional RDTL maka harus ada dukungan dari semua komponen bangsa ini. Terutama bagi pemerintah RDTL mempunyai kewajiban untuk menyediakan anggaran untuk pengembangan suatu prosedur diplomasi  yaitu antara lain;

· penyediaan biaya untuk persiapan tenaga –tenaga diplomatic di setiap departemen yang terkait, melalui    pendidikan dan pelatihan-pelatihan, kursus-kursus tentang diplomasi dan juga menimba pengalaman melalui kerjasama latihan diplomasi dengan Negara-negara lain.

· Penyediaan biaya untuk perekrutan tenaga-tenaga untuk dilatih menjadi diplomatik 

· Penyediaan biaya untuk keperluan perlengkapan  seperti informasi dan komunikasi yang baik

· Biaya –biaya untuk penyediaan pos-pos di daerah-daerah  perbatasan darat dan juga harus adanya kapal dan pesawat patroli untuk bisa menjaga keamanan di perbatasan laut dan udara.  
	Tanggunjawab untuk menjaga keamanan di perbatasan bukan saja dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait tetapi merupakan tanggunjawab semua bangsa untuk melakukan pengamana didaerah –daerah perbatasan darat maupun laut. Dengan demikian maka menjadi beban bagi semua komponen bangsa dan negara RDTL untuk memiliki rasa peduli dan rasa tanggunjawab serta wajib ikut berperan serta dalam mendukung pihak-pihak dalam pengembagan pedoman tatacara diplomasi.

Institusi-institusi yang terkait dalam mengembangkan konsep tentang pedoman tatacara diplomasi harus bekerjasama untuk menyamakan satu visi dan misi dalam memberikan dukungan terhadap keamanan dalam masayarakat dan juga keamanan dalam perbatasan darat dan laut.   


B. Analisa Manfaat Terhadap Diplomasi Pertahanan dan Keamanan Nasional

	Aspek Ekonomi
	Aspek Sosial

	Dari segi ekonomi, keuntungan yang akan diperoleh adalah berupa keuntungan yang langsung maupun tidak langsung.

Keuntungan tidak langsung diperoleh karena dengan adanya prosedur diplomasi yang mengatur secara jelas dan tegas tentang pertahanan dan keamanan nasional serta dengan aturan dan sangsi-sangsi bagi pelanggar aturan maka akan menciptakan lembaga-lembaga atau departemen-departemen yang terkait menjadi memadai  baik dari segi kemanpua maupun dari segi tindakanya.Kemanpuan dalam hal diplomasi dalam pertahanan dan keamanan akan memberikan jaminan terhadap keamanan dan stabilitas nasional dan akhirnya akan berpengaruh terhadap peluang pengusaha domestic dan asing untuk menanakam modalnya guna berinvestasi di TL. Kondisi demikian tentunya akan memberikan keuntungan dari segi ekonomi.

Sedangkan akibat secara langsung dari adanya suatu prosedur diplomasi  untuk dapat mendatasi terjadinya konflik-konflik baik dari dalam maupun dari luar maka akan sangat membantu pendapatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat akan merasa aman untuk membawa barang-barng dagangan ke setiap pasar tampa adanya gangguan.      
	Dengan adanya prosedur diplomasi dalam pertahanan dan keamanan maka akan mengatasai konflik-konflik yang terjadi baik di dalam negeri maupun dari ancaman dari luar. Dengan demikian maka hubungan antara masyarakat akan berjalan baik dan harmonis. Masyakat akan merasa aman untuk berpergian kemana saja tanpa rasa takut dan was-was terhadap masalah keamanan.

Selain itu hubungan antara masyarakat TL dengan masyarakat dari Negara-negara tetangga juga akan berjalan harmonis  dan aman. 


IX. UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI DALAM DIPLOMASI PERTAHANAN 

      DAN KEAMANAN

	NO
	HIPOTESA PENYEBAB
	SOLUSI

	1
	Sejak Kemerdekaan  Negara RDTL hingga hari ini masih ada beberapa orang yang  mempermasalahkan penerimaan staf di Departemen Luar Negeri, Departemen Dalam Negeri, Sekretaris Pertahanan Negara, karena tidak dilakukan secara terbuka bahkan yang berbaur  nepotisme.

Cara penerimaan terhadap   staf baru tidak terbuka,namun mereka mengeluarkan pengumuman hanya formalitas saja sedangkan orang yang  mau diterima sudah ada. Orang – orang ini  memiliki hubungan dekat dengan elit politik /punya teman yang sudah bekerja di dalam Departemen Luar Negeri.


	Untuk menghindari tuduhan – tuduhan yang memojokkan  maka dalam proses penerimaan staf pegawai Departmen Luar Negeri, Departemen Dalam Negeri ,Sekretaris Pertahanan Negara, sehingga  perlu ada pengaturan yang dilakukan secara terbuka, tindakan yang  tegas dalam hal penerimaan Pegawai Departemen Luar Negeri.

	2
	Penerimaan pegawai untuk menduduki posisi jabatan penting  Dalam Departemen Luar  Negeri, Departemen Dalam Negeri, Sekretaris Pertahanan Negara  kurang jelas karena  belum ada syarat – syarat yang  baku dan harus dipenuhi oleh calon peserta pegawa negeri di dalam ketiga instansi tersebut. Orang yang kadang – kadang menyandang pendidikan formal S2 diberikan level 4.
	Utamakanlah  syarat – syarat yang jelas dalam penerimaan pegawai, keanggotaan. Dalam penerimaan staf harus berdasarkan pada merit system, penempatan Pegawai harus berdasarkan pada predikat formal.

	3
	Selama ini ada  Departemen Luar Negeri, Departemen Dalam Negeri, Sekretaris Pertahanan Negara, Sekretaris Pertahanan Negara  belum ada lembaga pengawasan dari Militer. Sedangkan Departemen Luar Negeri dan Departemen Dalam Negeri   memiliki inspektur jenderal namun belum difungsikan secara baik 
	Perlu didirikan badan pengawas ,sedangkan Inspektorat Jenderal yang sudah ada dan  perlu ditingkatkan kualitas pengawasannya



	4
	Dari  segi penegakan hukum, disini erat hubungannya dengan  usaha -usaha menangani dan mengadili kejahatan–kejahatan atau pelanggaran–pelanggaran yang bersifat militer dan sipil dalam bidang diplomasi pertahanan dan keamanan nasional
	Untuk kebutuhan  penegakan hukum,maka perlu menyusun peraturan perundang – undangan  mengatur mengenai wewenang, kewajiban, hak, tugas dan fungsi serta tanggungjawab, jenis pelanggaran, tingkatan hukuman dalam hal diplomasi di bidang pertahanan dan keamanan nasional


X. REKOMENDASI

Berangkat dari uraian – uraian yang telah disampaikan di atas, lebih–lebih menyangkut analisis yang menggunakan pendekatan ROCCIPI, maka dikemukakan beberapa rekomendasi yang layaknya digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para policy maker di bidang diplomasi yang berkaitan dengan hubungan luar negeri terutama  di bidang pertahanan  dan keamanan nasional.

Maksud dari rekomendasi ini  untuk penataan pola diplomasi yang baik di bidang pertahanan dan keamanan di wilayah berbatasan, sebab perbatasan ini merupakan daerah rawan konflik  politik, ekonomi, social dan  budaya, maka perlu ada pengaturan yang jelas antara wewenang, fungsi dari berbagai lembaga yang bergerak di bidang diplomasi di  daerah perbatasan ini. Maka langkah – langkah yang harus dipertimbangan adalah:
1. Tahap pertama  yang musti dilaksanakan perlu ada pembagian kewenangan antara Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri, dan Lembaga F- FDTL, supaya mereka  bisa  memahami fungsi dari masing – masing untuk menjalankan diplomasi di bidang pertahanan dan keamanan di  tapal batas antara Negara.

2. Harus ada peraturan perundang – undangan yang mengatur mengenai tapal batas wilayah Negara

3. Sekretaris Negara untuk Pertahanan Negara perlu diberikan peran dalam pelaksanaan diplomasi pertahanan dan keamanan, termasuk berperan dalam mencegah timbulnya konflik yang mengarah pada terganggunya pertahanan dan keamanan nasional.

4. Masyarakat perlu mendukung Pemerintah dalam penjagaan tapal  batas baik darat, laut maupun udara di dalam yurisdiksi Negara. 

5. Menyangkut struktur Undang-undang yang ditawarkan, direkomendasikan memuat materi sebagai berikut:

A. Judul dan penomoran 

B. Pembukaan/Konsideran ( filosofis,sosiologis, yudiris )

C. Isi/Batang Tubuh

1. Ketentuan Umum

2. Pengaturan RO

3. Pengaturan IA

4. Pendanaan

5. Ketentuan Peralihan

6. Penutup

D. Pengesahan dan Pengundangan

E. Penjelasan

XI. PENUTUP
Untuk mempelancar prores penyelenggaraan  hubungan luar negeri di bidang pertahanan dan keamanan yang handal maka  perlu ada pembagian tugas dan koordinasi yang baik sehingga  harus dibentuk peraturan perundang – undangan yang baik dan ada dukungan dari masyarakat sehingga  kedaulatan Negara RDTL dapat dilindungi terutama di daerah perbatasan Negara.

Beberapa decade terakhir ini masalah – masalah hubungan luar negeri di bidang pertahanan dan keamanan  mengalami gangguan yakni dengan adanya penyusupan para milisi. Dari masalah – masalah yang sederhana ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki terutama  mengenai masalah penjagaan tapal batas.

Dalam menciptakan  stabilitas  pertahanan dan keamanan nasional yang matang maka para elit penyelenggara Negara perlu dan harus membuat pedoman bagi mereka untuk menjalankan diplomasi  hubungan luar negeri di bidang pertahanan  dan keamanan.

Secara struktur yang menangani hubungan  luar negeri adalah Menteri Luar  Negeri, sedangkan yang mengurus administrasi dalam negeri adalah Menteri Dalam Negeri termasuk di dalamnya adalah polisi dan bagian imigrasi yang bertugas untuk menjaga perbatasan. Dan dalam penjagaan ini tidak dilibatkan F- FDTL sebagai badan pertahanan  nasional, sehingga Presiden sebagai Panglima Tertinggi angkatan bersenjata perlu diberikan  kewenangan yang jelas dalam menjalankan diplomasi di  bidang pertahanan dan keamanan.

Rancangan Undang-Undang berikut ini disusun sebagai kegiatan pelatihan sehubungan dengan penerapan metodologi ROCCIPI. Rancangan tersebut bersifat konsep saja dan tidak dimaksud untuk diundangkan. Barangkali materi akan menjadi landasan bagi suatu rancangan undang-undang yang lebih lengkap di masa mendatang.

REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR LESTE

PARLAMEN NASIONAL

UNDANG – UNDANG NOMOR…….TAHUN 2004

TENTANG

DIPLOMASI PERTAHANAN DAN KEAMANAN NASIONAL

PEMBUKAAN

Pertahanan dan keamanan nasional merupakan unsur penting dalam suatu  kehidupan masyarakat dan juga dalam penyelenggaran suatu pemerintahan. Suatu Negara yang mempunyai pertahanan dan keamanan yang baik, stabil dan kuat maka dengan sendirinya akan memberikan rasa aman bagi masyarakatnya, sistem investasinya,  proses pembangunan dan juga penyelenggaraan pemerintahannya. Dengan kata lain, bila terjadi gangguan-gangguan terhadap pertahanan dan keamanan akan dapat memberikan dampak terhahap rasa aman suatu masyarakat, stabilitas nasional, proses pembangunan serta sistem investasi.  

Timor Leste sebagai Negara baru pada abad milenium ini harus mempunyai system keamanan dan pertahanan nasional yang baik dan kuat. Untuk mengatur system pertahanan dan keamanan nasional RDTL telah ditetapkan oleh konstitusi RDTL dalam pasal 146  dan pasal 147, yakni memberikan wewenang kepada F- FDTL untuk menjaga pertahanan  nasional dari ancaman dari luar dan memberikan wewenang kepada PNTL untuk menjaga keamanan dalam negeri. Pasal 15 Konstitusi RDTL juga telah menegaskan tentang wewenang Pemerintah, yang antara lain adalah mempersiapkan dan merundingkan traktat dan kesepakatan serta membuat, mengesahkan, mengambil bagian dalam membatalkan kesepakatan-kesepakatan internasional yang di luar wewenang Parlemen Nasional atau Presiden Republik. Demikian juga ketentuan Pasal 117 ayat 1 huruf a, yang mengatur bahwa Perdana Menteri berwenang dan bertanggung jawab untuk membimbing dan mengarahkan kebijakan umum Pemerintah dan mengkoordinasikan kegiatan semua Menteri, tanpa mengurangi tanggungjawab dari setiap Menteri atas Departemen Pemerintahannya masing-masing. Selanjutnya juga telah ditetapkan UU yang mengatur dan memberikan sanksi-sanksi kepada pelaku-pelaku yang melakukan pelanggaran-pelanggaran.  

Secara empiris, di dalam penyelenggaraan Pemerintahan guna mengatur kehidupan masyarakat,  masih sering terjadi gangguan–gangguan yang terjadi seperti konflik-konflik di perbatasan negara yang dapat mengganggu pertahanan dan keamanan negara, seperti kasus yang terjadi di Fatu Sinai dan kasus sengketa explorasi minyak di laut Timor. Timbulnya sengketa demikian tentunya memerlukan penyelesaian yang menyeluruh dan tidak merugikan kepentingan nasional RDTL. Instrumen yuridis penyelesaian konflik yang tersedia selama ini, belum memberikan acuan yang maksimal untuk menuntaskan kasus, seperti belum jelasnya wewenang dan prosedur penyelesaian dan pencegahan konflik. Dengan kata lain, instrumen yuridis untuk melakukan diplomasi di bidang pertahanan dan keamanan belum tersedia secara maksimal. Oleh karena itu  perlu dibentuk Undang-undang tentang Diplomasi Pertahanan dan Keamanan.

BAB I

KETENTUAN UMUM     

Pasal 1 

Dalam Undang – Undang ini yang dimaksud dengan :

1. Presiden adalah Kepala Negara Republik Demokratik Timor - Leste

2. Parlemen adalah  Dewan Perwakilan Rakyat Republik Demokratik Timor Leste.

3. Pemerintah Republik Demokratik Timor Leste adalah Badan kedaulatan yang bertanggung jawab atas pengarahan dan pelaksanaan kebijakan umum Negara dan merupakan  badan pemerintahan umum tertinggi, yang selanjutnya disebut Pemerintah.

4. Menteri Luar Negeri adalah lembaga yang bertanggungjawab terhadap kegiatan hubungan  luar negeri dan kerjasama dengan Negara lain, disingkat Menlu.

5. Menteri Dalam Negeri adalah  Lembaga yang bertanggungjawab terhadap kegiatan pemerintah di Negara Republik Demokratik Timor Leste di bagian keamanan nasional, disingkat Mendagri.

6. FALINTIL–Forcas  Defesa  Timor -  Leste adalah  Pasukan Pertahanan Timor–Leste, disingkat F–FDTL

7. Polisi Nasional Timor–Leste  adalah Pasukan keamanan yang memilliki misi untuk membela legalitas demokratis dan menjamin keamanan dalam negeri bagi semua warga Negara dan akan bersifat sama sekali  tidak memihak, disingkat PNTL

8. Pertahanan Nasional adalah  Segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah Negara Republik Demokratik Timor Leste  dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman

9. Diplomasi Pertahanan Dan Keamanan Nasional adalah:  Tatacara  yang digunakan untuk menjamin keutuhan bangsa dan Negara  Republik Demokratik Timor - Leste

10. Sekretaris Pertahanan Dan Keamanan Negara adalah Lembaga yang berfungsi untuk melakukan diplomasi di bidang  keamanan  nasional.

11. Keamanan nasional adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

12. Tapal batas  adalah  Garis yang  memisahkan  antara satu Negara dengan Negara yang lain. 

BAB II 

FUNGSI DAN TUJUAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NASIONAL

Pasal 2

Fungsi dari Pertahanan dan Kemanan Nasional adalah mewujudkan keamanan dan  mempertahankan seluruh wilayah Negara RDTL  sebagai suatu kesatuan pertahanan dan keamanan nasional

Pasal 3

Tujuan dari Pertahanan dan Keamanan Nasional  untuk menjamin kemerdekaan nasional, kesatuan wilayah serta  mewujudkan kebebasan dan keamanan penduduk terhadap setiap bentuk gangguan yang ada di dalam negeri maupun penyerangan dan ancaman dari luar negeri  

BAB III

PENYELENGGARAAN DIPLOMASI

Pasal 4

1. Penyelenggaraan Diplomasi di bidang Pertahanan dan Keamanan Nasional, dilakukan 

    oleh Pemerintah yang dikoordinir oleh Perdana Menteri.

2. Perdana Menteri wajib melibatkan Menteri-menteri dan Pimpinan lembaga terkait  

    dalam penyelenggaraan Diplomasi Pertahanan dan Keamanan.

3. Menteri-menteri dan lembaga terkait yang dimaksud ayat 2 antara lain adalah Menlu,

    Mendagri, F-FDTL dan PNTL.
Pasal 5

Tata cara untuk melakukan Diplomasi di bidang Pertahanan dan Keamanan selanjutnya diatur dengan Peraturan Pemerintah 

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

1. Pemerintah wajib melakukan  diplomasi untuk mencegah timbulnya gangguan-

    gangguan terhadap sistem Pertahanan dan Keamanan Nasional

2. Pemerintah wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan  seluruh hasil dari 

    diplomasi pertahanan dan keamanan   kepada Parlamen.

BAB  V

SANKSI – SANKSI

Pasal 7

1. Pejabat penyelenggara diplomasi pertahanan dan keamanan  yang melakukan

    pelanggaran terhadap prosedur yang ditentukan, dikenai sanksi sesuai tingkat

    pelanggarannya.

2. Sanksi bagi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas, dapat berupa 

    peringatan, penurunan pangkat maupun pemecatan.        

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 8

1. Segala biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan diplomasi di bidang pertahanan dan keamanan, dibebankan kepada Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara.

2. Dana yang dikeluarkan ditujukan untuk membangun, memilihara, mengembangkan dan operasional kegiatan diplomasi di bidang pertahanan dan keamanan nasional

BAB VII

 PENGAWASAN

Pasal 9

1. Presiden dan atau  Parlamen dapat melakukan pengawasan terhadap kegiatan Pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan nasional

2. Presiden dan atau Parlamen dapat meminta keterangan kepada Pemerintah tentang kegiatan diplomasi yang telah dilaksanakan di bidang pertahanan dan keamanan nasional.

BAB VI 

PENUTUP

Pasal 10

Undang–undang ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Tamat

Catatan: Laporan dan Rancangan Undang-Undang ini dihimpun oleh Program Perancangan Undang-Undang di Timor Leste dari Fakultas Hukum, University of San Francisco, bagian dari Program Akses Terhadap Keadilan yang diselenggarakan oleh The Asia Foundation.


Tujuh kelompok kerja yang mana anggotanya terdiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat Timor Leste, yang memiliki keahlian dan pengalaman di masing-masing bidang yang bersangkutan, dibentuk sehubungan dengan Program Perancangan Undang-Undang oleh USF. Tujuan dari pembentukan kelompok tersebut adalah menyediakan latar belakang dan data serta menganalisa masalah sosial dari pandangan masyarakat madani, mendayagunakan masyarakat madani agar dapat turut serta dalam pengembangan peraturan perundang-undangan dengan menyumbangkan pengetahuan dan ketrampilannya, serta menjalinkan hubungan antara masyarakat madani dan Parlemen Nasional Timor-Leste.


Laporan-laporan ini dimaksudkan sebagai bahan bagi Komisi-Komisi Parlemen Nasional Timor-Leste, yang mana laporan-laporan ini akan diajukan kepadanya sesuai dengan bagian parlemen dalam Program Perancangan Undang-Undang.


Metodologi pemecahan masalah sehubungan dengan perancangan undang-undang yang disebut ROCCIPI dikutip dari karya berjudul Legislative Drafting for Democratic Social Change – A Manual for Drafters oleh Seidman, A., Seidman, R. and Abeyesekere, N Kluwer Law International, 2001 (Edisi Bahasa Indonesia berjudul: Penyusunan Rancangan Undang-Undang Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis – Sebuah Panduan Untuk Pembuat Rancangan Undang-Undang ELIPS Seri Dasar Hukum Ekonomi 10 2002).


Program Akses terhadap Keadilan didanai oleh United States Agency for International Aid (USAID).

Pandangan-pandangan yang diucapkan di dalam laporan ini bukan pandangan Universitas San Francisco, The Asia Foundation atau USAID.

A Universidade de São Francisco é um parceiro do Programa de Acesso a Justiça em Timor-Leste da Fundação da Ásia

Rua Jacinto Cândido, Audian, Dili, Timor-Leste.  Tel.: 670 390 331 7138 Facsímile:  670 390 324 245
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